
     
 
 

 
 
 
 

MAHKAMAH KONSTISTUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

IKHTISAR PUTUSAN 
 

PERKARA NOMOR 128/PUU-XIII/2015 
 

Tentang  
 

Terdaftar Sebagai Penduduk Dan Bertempat Tinggal Di Desa 
 

Pemohon : Holidin, dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(UU 6/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pokok Perkara : Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 
6/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 
Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta 
Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya;  

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Tanggal Putusan : Selasa, 23 Agustus 2016. 
Ikhtisar Putusan :  



 Para Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat merasa dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan 
huruf c UU 6/2014, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pasal 33 
huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 tersebut melanggar hak 
konstitusional para Pemohon, antara lain, hak untuk mendapatkan kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak untuk memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil 
sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebab Pasal-
pasal a quo menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya melalui 
Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima calon kepala desa 
yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling 
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga para Pemohon mendapatkan 
kesulitan untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan sebagai kepala desa dan 
dipilih sebagai perangkat desa, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak 
konstitusional para Pemohon dalam Pasal-pasal a quo; 

Bahwa Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 tersebut 
merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon, 
sebab Pasal-pasal a quo menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya 
melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima atau menolak 
para Pemohon atau para calon kepala desa dan calon perangkat desa yang tidak atau 
belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 
(satu) tahun sebelum pendaftaran karena ada pembatasan dan pengebirian hak-hak 
konstitusional para Pemohon dalam Pasal-pasal a quo. 
 Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai 
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK, 
Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 
ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 
28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 
 Mengenai legal standing Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 
 Bahwa pengujian konstitusionalitas norma “terdaftar sebagai penduduk dan 
bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” 
sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU 6/2014, 
menurut Mahkamah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sebuah desa 
sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri yang bersifat universal, antara lain adalah bahwa desa 
dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan; 
desa merupakan bentuk kesatuan terkecil dalam sistem pemerintahan negara; serta desa 
bersifat otonom dalam arti mempunyai hak untuk mengurus urusan rumah tangganya 
sendiri. Baik desa biasa maupun desa adat sama-sama merupakan kesatuan masyarakat 
hukum. Artinya satuan pemerintahan desa dan kesatuan masyarakat hukum adat, sama-
sama berstatus sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum nasional.  
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 Bahwa UU 6/2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan 
pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, serta budaya masyarakat desa; 
membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta 
bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 
pembangunan. Menurut Mahkamah, makna desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU 
6/2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan 
daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala 
desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. 
Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat 
desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan 
semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 
 Bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa 
dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status desa dalam UU 6/2014 justru kembali 
dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, 
peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan 
dalam arti peraturan yang  melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi 
kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh 
sebab itu sudah seyogianya pemilihan “kepada desa dan perangkat desa” tidak perlu 
dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa harus 
“terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) 
tahun sebelum pendaftaran”. Hal tersebut sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah 
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan 
dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di 
daerah setempat. 
 Bahwa komunitas desa terbentuk oleh dan untuk kepentingan masyarakat desa yang 
pada waktunya bersepakat membentuk semacam organ-organ pemerintahan desa yang 
tersendiri. Itulah yang oleh Undang-Undang disebut sebagai pemerintahan desa. Dari 
perspektif negara, tentu saja pemerintahan desa itu dilihat sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem pemerintahan NKRI secara keseluruhan. Karena itu, nomenklatur 
yang digunakan adalah pemerintahan desa, peraturan desa, badan perwakilan desa, dan 
sebagainya yang merujuk kepada logika pemerintahan negara Republik Indonesia secara 
umum. Dengan demikian satuan pemerintahan desa merupakan unit terbawah dari struktur 
organisasi pemerintahan daerah; 
 Bahwa terhadap petitum para Pemohon yang meminta pengujian konstitusional 
Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 6/2014 mengenai syarat pendidikan bagi perangkat desa, oleh 
karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonannya 
maka permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
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Dengan demikian, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian. 
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